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UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO 

 

Ungkapan Pribadi: 

Skripsimu pasti selesai, dan akan segera di wisuda 

Prosesnya memang melelahkan, tapi jangan menyerah 

Demi orang rumah yang menanti gelarmu  

 

 

 

 

 

Motto: 

Vision without action, is a daydream,  

Improvise, adapt, overcome,  

Learn yesterday, live for today and hope for tomorrow 
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ABSTRAKSI 
 

Nama   : Amanda Putri Rahmawati 

NIM   : 202010110311030 

Judul   : Peran Dan Pertanggungjawaban Notaris Dalam Memelihara  

   Pembayaran Pajak Pada Transaksi Perjanjian Pengikatan  

   Jual Beli (PPJB) Dengan Kuasa Menjual 

   (Studi Kasus Kantor Notaris Wilayah Kota Malang) 

Pembimbing  : 1. Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum. 

  2. Isdian Anggraeni, S.H., M.Kn. 

 

Kasus di Malang, Jawa Timur ditemukan bahwa pada transaksi jual beli 

tanah dan/atau bangunan yang dituangkan dalam bentuk Akta Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan Kuasa Menjual digunakan untuk melakukan 

penghindaran pajak jual beli berupa Pajak Penghasilan Final (PPh Final) dan Bea 

Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang menimbulkan kerugian 

keuangan negara. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis peran dan 

pertanggungjawaban Notaris dalam memelihara pembayaran pajak pada transaksi 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan Kuasa Menjual. Metode penelitian 

ini menggunakan metode penelitian empiris untuk menganalisis perilaku hukum 

dengan norma hukum dengan cara mengumpulkan data di lapangan yang dianalisis 

menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Malang, Jawa 

Timur, dan sampel yang di ambil meliputi beberapa kantor Notaris dan kantor Pajak 

di Malang. Peran Notaris dalam memelihara pembayaran pajak pada transaksi 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan Kuasa Menjual ialah memberikan 

penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya para penghadap; memberikan 

nasihat hukum mengenai akta otentik yang dibuat; mengingatkan kepada para 

penghadap atas kewajibannya melunasi pembayaran pajak sebelum akta tersebut 

ditandatangani oleh Notaris; serta membantu para penghadap untuk membayar 

pajak ke kantor pajak setempat. Notaris berwenang menolak pembuatan akta 

otentik dengan alasan dan pertimbangan hukum yang kuat. Notaris tidak dapat 

dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi penyalahgunaan Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Kuasa Menjual yang dilakukan oleh para 

penghadap untuk menghindari pajak dengan melibatkan akta otentik Notaris. 

Pertanggungjawaban Notaris sebatas menjadi saksi atas perbuatan hukum para 

penghadap yang dituangkan dalam bentuk akta otentik.  

 

Kata Kunci : Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB); Kuasa Menjual; Notaris. 
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ABSTRACT  

 
Name   : Amanda Putri Rahmawati 

NIM   : 202010110311030 

Tittle   : Roles and Responsibilities of Notaries in Maintaining Tax  

   Payments on Binding Agreement Transactions Sale and  

   Purchase (PPJB) with the Power to Sell 

   (Case Study of Malang City Regional Notary Office)  

Adviser  : 1. Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum. 

  2. Isdian Anggraeni, S.H., M.Kn. 

 

In the case of Malang, East Java, it was found that in land and/or building 

sale and purchase transactions outlined in the form of a Deed of Sale and Purchase 

Agreement (PPJB) with the Power of Sale, it was used to avoid sale and purchase 

taxes in the form of Final Income Tax (Final Income Tax) and Acquisition Fees. 

Land and Building Rights (BPHTB), which causes state financial losses. The aim 

of this research is to analyze the role and responsibilities of Notaries in maintaining 

tax payments on Sales and Purchase Agreement (PPJB) transactions with Power of 

Attorney to Sell. This research method uses empirical research methods to analyze 

legal behavior with legal norms by collecting data in the field which is analyzed 

using a qualitative approach. The research location was in Malang, East Java, and 

the samples taken included several Notary offices and Tax offices in Malang. The 

role of the Notary in maintaining tax payments on Sales and Purchase Agreement 

(PPJB) transactions with the Power of Sale is to provide legal education to the 

public, especially the parties; provide legal advice regarding authentic deeds made; 

reminding parties of their obligation to pay taxes before the deed is signed by a 

Notary Public; as well as helping filers to pay taxes to the local tax office. The 

notary has the authority to refuse to make an authentic deed with strong legal 

reasons and considerations. Notaries cannot be held responsible if there is misuse 

of the Sale and Purchase Agreement (PPJB) and Power of Sale by parties to avoid 

taxes by involving an authentic notary deed. The Notary's responsibility is limited 

to being a witness to the legal actions of the parties expressed in the form of an 

authentic deed. 

 

Keywords : Sale and Purchase Agreement (PPJB); Authorization to Sell; Notary. 
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